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KATA PENGANTAR
DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

Letak geografi Indonesia diantara dua benua dan dua samudera, serta berada di titik pertemuan dua lempengan bumi
Pasifik dan Hindia, membuat Indonesia rentan mengalami bencana alam. Menurut data yang diperoleh dari website resmi
BNPB di tahun 2018 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat telah terjadi 513 bencana di Indonesia.
Dan yang terbesar yang terjadi di Lombok pada Agustus 2018 memakan korban jiwa sebanyak 259 jiwa dan ribuan korban
luka berat dan ringan.

Tentu saja dalam bencana kelompok perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya menjadi korban yang
paling tinggi. Dikarenakan aktivitas sehari-hari mereka yang lebih banyak berada di dalam rumah, saat bencana terjadi
sehingga mereka lebih sulit menyelamatkan diri. Dibandingkan dengan laki-laki yang lebih banyak beraktivitas di luar
rumah. Di tambah dengan kerentanan menghadapi kasus Kekerasan Berbasis Gender dalam bencana dan pasca bencana.

Kekerasan tersebut terjadi dipicu karena terpisahnya mereka dengan komunitas keluarga, tinggal pada tenda-tenda
padat pengungsi, bercampur antara perempuan, laki-laki, dan anak tanpa adanya ruang privasi serta tidak terpenuhinya
kebutuhan dasar dan akses terhadap berbagai fasilitas termasuk hilangnya mata pencaharian menjadi kerentanan ekonomi
yang memicu tindakan kekerasan oleh banyak pihak.

Kondisi diatas dapat memicu semakin tingginya angka kekerasan berbasis gender, walaupun bukan menjadi faktor utama
penyebab kekerasan tersebut. Fakta nyata satu bulan setelah terjadinya bencana gempa di Lombok, dalam fase pemulihan,
sudah muncul lima kasus pelecehan dan pencabulan terhadap perempuan dan anak mulai terungkap di tenda-tenda
pengungsian. Fenomena ini dikhawatirkan merupakan fenomena gunung es yang harus diselesaikan segera mungkin.

Untuk itulah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan United Nations
Population Fund (UNFPA) membuat Panduan Tehnis Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis
Gender dalam bencana di tahun 2017. Penyusunan ini diharapkan bisa menjadi bahan bacaan dan pegangan bagi aparat
pemerintah, lembaga, para pendamping masyarakat dan individu yang bekerja pada isu pencegahan Kekerasan Berbasis
Gender untuk bisa melakukan upaya-upaya pencegahan Kekerasan Berbasis Gender di situasi bencana.
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KATA PENGANTAR
UNFPA REPRESENTATIVE IN INDONESIA

Gender-based violence (GBV) is a life-threatening, health and human rights issue that violates international human rights
conventions and the principle of gender equality. There are many important factors that need to be taken into account
to ensure a timely and effective disaster response, including for prevention of GBV to the affected populations; strong
coordination and clear guidelines significantly contributes to the success of its implementation.

The need for GBV prevention and services remains, and may increase, during a disaster. With Ministry of Women'’s
Empowerment and Child Protection (MOWECP), under the coordination of Ministry of Social Affairs (MOSA) as Coordinator
of the National Settlement and Protection Cluster, UNFPA is committed to providing technical assistance for scaling up
humanitarian response and enhancing our efforts to prevent and respond to GBV. This technical guideline on Women
and Children’s Rights Protection on Gender-Based Violence in Disaster Situation was developed through a collaborative
process that included government, non-government organizations, and civil society, to provide concrete actions that can
be undertaken in humanitarian situations.

The main purpose of this guideline is to guide government and all elements of society to design, establish, and strengthen
coordination mechanisms to prevent and handle cases of gender-based violence during the post-disaster phase of a
humanitarian situation, to ensure that the procedures taken are sensitive to, and address, the special needs of survivors in
an emergency situation. It is also expected that this guideline will raise the awareness that in disaster situations, women
and children become more vulnerable as disaster has the potential to impact them in serious and life-threatening ways.
This guideline will focus on medical and psychosocial services, for further linkages to other public services. Previous
experience in disaster management reveals medical and psychosocial services are often the gateway to the management
of GBV cases.

UNFPA is proud to have contributed to the development of this guideline and appreciates the leadership of MOWECP as
well as the hard work and tireless contribution from MOSA and different stakeholders during the process. | hope that this
guideline will facilitate effective and timely GBV prevention and provision of services during emergencies.

Jakarta, 4 September 2018

Dr. Annétte Sachs Roberson
UNFPA Representative in Indonesia
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